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Judul Skripsi : KENDALA PENGAWASAN DAN PENGAMATAN OLEH
HAKIM PENGAWAS TERHADAP TERPIDANA

PERCOBAAN
Penulias, Pembimbing,
ILHAM AGUSDIAN NUR HUSNI EMILSON, SH., Sp.N., MH
ABSTRAK

Yang menjadi permasalahan adalah:

1. Bagaimanakah peranan kepolisian dalam rangka menanggulangi tindak

pidana narkctika dan psikotropika di dalam kehidupan masyarakat ?

2. Apakah sanksi bagi terpidana percobaan apabila melakukan perbuatan

pidana ?

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum,
terutama yang ada sangkut pautnya kendala pengawasan dan pengamatan oleh
hakim pengawas terhadap terpidana percobaan, maka jenis penelitiannya adalah
penelitian hukum empiris (sosiologis) yang bersifat deskriptif (menggambarkan)
dan tida bermaksud uniuk menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan dat dilakukan melalui:

I. Penclitian kepustakaan (/ibrary research) dalam rangka mendapatkan data
sekunder dengan cara menyusun kerangka teoritis dan konsepsional
dengan cara menalaah bahan-bahan hukum seperti:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang didapat dari
peraturan perundang-undangan yang relevan

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang didapat dari
teori-tcori, pendapat para ahli dan sebagainya yang ada
relevansinya

c. Bahan hukum tersier, yaitu merupakan bahan hukum pendukung
bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia
dan lainnya.

2. Penelitian lapangan (field research) dalam upaya mendapatkan data primer
dengan cara melakukan survey dan mewawancarai pihak terkait, dalam hal
ini Kasat Reserse Narkoba Kepolisian Resort Kota Palembang.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan metode analisis isi

(content  analisys) terhadap data sekunder untuk selanjutnya

dikonstruksikan ke dalam suatu kesimpulan.



Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Kendala pengawasan dan pengamatan oleh hakim pengawas terhadap
terpidana percobaan adalah:

a. belum adanya ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan
pengawasan dan pengamatan oleh hakim terhadap terpidana
percobaan

b. sampai sekarang masih belum terdapat pengertian tentang hal-hal
yang menyangkut tugas hakim pengawas dan pengamat baik
dikalangan sesama penegak hukum (jaksa maupun hakim), juga
masyarakat

c. hakim pengawas dan pengamat dalam melaksanakan tugasnya
terhadap terpidana percobaan tidak dibantu oleh pihak lain dalam
mengawasi dan mengamati terpidana, walaupun ada anjuran dari
Mhkamah Agung dalam menjalankan pengawasan dan pengamatan
hakim dibantu lurah dan kepala desa, namun keadaan sebenarnya
tidaklah demikian sehingga sangat sulit bagi hakim tersebut untuk
mengetahui si terpidana dalam memenuhi syarat umum maupun
syarat khusus dalam masa percobaan

2. Sanksi bagi terpidana percoban apabila melakukan perbuatan pidana
adalah: terhadap teipidana tida dengan sendiri/tidak secara ctomatis pidana
yang dijatuhkan benarbenar dilaksanakan. Untuk melaksanakan pidana
setelah terbukti dilanggar syarat yang ditetapkan baik syarat umum
maupun syarat khusus, Jaksa Penuntut Umum tidak harus mengajukan
permintaan pada hakim untuk melaksanakan pidananya. Begitu juga hakim
tidak wajib mengabulkan permintaan Jaksa Penuntut Umum untuk
melaksanakan pidana yang telah diputusnya. Hakim bisa saja menjawab
permintaan Jaksa dengan surat peringatan saja kepada terpidana, agar
memenuhi syarat-syarat yang ternyata telah dilanggar itu.
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BAB. 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Scbelum Indonesia mempunyai hukum acara pidana yang bersifat
nasional, maka hukum acara pidana yang berlaku adalak HIR (Het Herziene
Inlands Reglement) yang merupakan produk hukum pemerintah Negara Belanda.
Daiam HIR tugas jaksa adalah penyidikan, penyidikan lanjutan dan penuntutan
perkara di depan sidang pengadilan.

Sebelum berlakunya hukum pidana nasiona!l, yaitu Undang-undang Nomor
8 tahun 1981, yang kemudian dikenal dengan Kitab Undang-undang Hukum
Acara Pidana (KUHAP) maka tugas jaksa hanya sebagai penuntut umum dan
eksekusi saja, sedangkan penyidikan dilakukan oleh pihak kepolisian.

Dergan berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang
baru, maka jaksa hanya mempunyai wewenang dalam bidang penuntutan saja bagi
perkara-perkara umum. Perlu kiranya dipahami kembali bahwa KUHAP adalah
salah satu produk hukum berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945
dalam rangka pembangunan hukum nasional, merupakn hasil perjuangan cita-cita
bangsa Indonesia karena produk yang sebelumnya HIR belum dapat menjangkau
aspirasi yang turnbuh dalam masyarakai serta belum mampu memenuhi tuniutan
zaman. Untuk itulah jaksa perlu didorong di samping penguasaan hukum maieriil

dan formil secara baik, juga melengkapi dirinya dengan pengetahuan sosial,

——



budaya dan filsafat bagi kalengkapan dan ketajaman pandangannya terhadap
hukum dan masalah kemasyarakatan.

Tugas jaksa dalam rangka melakukan penuntutan pidana mempunyai
tanggung jawab untuk membuat surat tuduhan vang terang dan mudah dimengerti
oleh terdakwa dan mengajukan tuntutan pidana setelah pemeriksaan perkara
dianggap selesai di persidangan. Dalam beberapa hal peranan kejaksaan ini
mengailami perluasan dan penyempitan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-
undang Hukum Acara Pidana, perbedaan kualitas pejabat kejaksaan menurut
KUHAP, Pasal 1 butir 6 dipisahkan:

(a) Jaksa adalah peiabat yang diberi wewenang sebagai penuntut umum serta

melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap

(b) Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang melakukan
penuniutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Pemisahan kualitas pejabat kejaksaan menurut KUHAP tersebut
mengandung konsckuensi bahwa seorang jaksa biasa menjadi penuntut umum dan
melaksanakan keputusan pegadilan, sedangkan penuntut umum melakukan
penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim akan tetapi tidak biasa
menjalankan tugas melaksanakan putusan hakim. Ketentuan Pasal 1 (b) a-b
KUHAP tersebut dapat dianggap sebagai “pertumbuhan dari pada kualitas pejabat
kejaksaan yaitu selaku jaksa dan selaku penuntut umum dengan kewenangan serta
fungsi masing-masing”."

Dalam hal melaksanakan penetapan hakim tersebut maka relevansinya

adalah Pasal 14 ayat (1) KUHAP yang kemudian diperkuat oleh Pasal 270

'Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia, Bina
Aksara, Jakarta, 1997, hlm. 9



KUHAP, vyaitu: “Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa yang untuk itu panitera mengirimkan
salinan surat putusan kepadanya”.

Terdapat ketentuan yang menyangkut mengenai tugas jaksa tersebut
menunjukkan bahwa dalam proses beracara pidana, jaksa mempunyai kedudukan
strategis dalam usaha penegakan hukum. Selain dapat melakukan penyidikan
langsung terhadap tindak pidana tertentu, maka dalam hal tindak pidana biasa
perannya berlangsung sejak menerima/memeriksa berkas perkara dari penyidik,
sampai dengan pelaksanaan putusan hakim.

Memperhatikan isi Pasal 270 KUHAP, dapat diketahui bahwa sebelum
memperoleh kekuatan hukum tetap, suatu keputusan tidak dapat dieksekusi yang
berarti jaksa belum dapat melaksanakan putusan hakim. Putusan hakim
dinyatakan teah mempunyai kekatan hukum tetap apabila mempunyai unsur:

1. Terdakwa atau penuntut umum menerima putusan.

2. Adanya tenggang waktu untuk melakukan upaya hukum ternyata tidak
dimanfaatkan, atau karena lewat waktu dari yang ditentukan.

3. Telah melakukan upaya hukum, tetapi sebelum adanyva putusan diterima
atau tidaknya, permohnan upaya hukum ditarik kembali.

Apabila hakim menjatuhkan pidana bagi terdakwa dalam hal ini pidana
percobaan/bersyarat, maka sesuai dengan bunyi Pasal 276 KUHAP yang
menyebutkan bahwa: “Dalam hal pengadilan menjatuhkan pidana bersyarat,

maka pelaksanaannya dilakukan degan pengawasan serta pengamatan yang

sunguh-sungguh dan menururt ketentan Undang-undang”.?

2Ba.mba.ng Poernomo, Orientasi Hukum Acara Pidana Indoesia, Amata Buku,
Yogyakarta, 1984, him. 42



Maka dalam hal ini perlu dipertanyakan siapa yang melakukan
pengawasan dan pengamatan tersebut, bagaimana cara melakukan pengawasan
dan pengamatan terhadap terpidana yang dipidana dengan pidana percobaan.

Ketentuan tentang adanya pengawasan da pengamatan tersebut merupakan
suatu hal yang baru ketika diundangkannya KUHAP pada tanggal 13 Desember
1981. adanya pengawasan dan pengamatan oleh hakim pengawas dan pengainat
tersebut dimaksudkan agar terdapat jaminan bahwa putusan pengadilan telah
dapat dilaksanakan sebagaiinana mestinya.

Terdapat ketentuan dalam KUHAP yang mengatur mengenai pegawasan
hakim pengawas dan pengamat tentu saja dapat dikatakan sebagai tugas tambahan
selain tugas utamanya di pengadilan. Karena bersifat tambahan, maka
efektifitasnya perlu untuk dipeitanyakan, khususnya yang terjadi setelah
keputusan tesebut mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dari apa yang telah diuraiakan di dalam latar belakang tersebutt di atas,
penulis berkeinginan untuk mengadakan penelitian lebih mendalam yang hasilnya
akan dituangkan kedalam tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul:
“KENDALA PENGAWASAN DAN PENGAMATAN OLEH HAKIM

PENGAWAS TERHADAP TERPIDANA PERCOBAAN”

B. Permasalahan
Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:
1. Apa saja yang menjadi kendala pengawasan dan pengamatan oleh hakim

pengawas dan pengamat terhadap terpidana percobaan ?



2. Apakah sanksi bagi terpidana percobaan apabila melakukan perbuatan

pidana ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran
terhadap kendala pengawasan dan pengamatan oleh hakim pengawas terhadap
terpidana percobaan, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain
yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan apa saja yang menjadi kendala
pengawasan dan pengamatan oleh hakim pengawas dan pengamat
terhadap terpidana percobaan.

2. Untuk mengetahui dan memahami sanksi bagi terpidana percobaan
melakukan perbuatan pidana.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengatahuan teoritis
yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu
pengetahuan, khususnya hukum acara pidana, sekaligus merupakan sumbangan

pemikiran yang dipersembakan kepada alamater.

D. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum,

terutama yang ada sangkut pautnya dengan yang menjadi kendala pengawasan



dan pengamatan oleh hakim pengawas terhadap terpidana percobaan dan apakh
sanksi bagi terpidana percobaan apabila melakukan perbuatan pidana, maka jenis
penelitiannya adalah penelitian hukum empiris (sosiologis) yang bersifat
deskriptif (mengambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Penelitian kepustakaan {library research) daam rangka mendapatkan data
sekunder dengan cara menyusun kerangka teoritis dan konsepsional
dengan cara menelaah bahan-bahan hukum seperti:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang didapat dari peraturan
perundang-undangan yang relevan

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang didapat dari teori-
teori, pendapat para anli dan sebagainya yang ada relevansinya

¢. Bahan hukum tersier, yaitu merupakan bahan hukum pendukung bahan
hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan lainnya.

2. Penelitian lapangan (field research) dalam upaya mendapatkan data primer
dengan cara melakukan survey dan mewawancarai pihak terkait, dalam hal
ini Pengadilan Negeri Klas 1 A Palembang.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan metoe analisis isi

(content analisys) terhadap data tekstular untuk selanjutnya dikonstruksikan ke

dalam suatu kesimpulan.



E. Sisematika Penulisan
Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang, penisan skripsi ini secara keseluruhan

tersusun dalam 4 (empat) bab dengan istematika sebagai berikut:

Bah. 1. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang
lingkup dan tujuan, metode penelitian, serta sistematika penuiisan

Bab. II. Tinjauan Pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan
mengenai pengertian hakim pegawas dan pengamat, ruang lingkup tugas
hakim pengawas dan pengamat, metede yang digunakan dalam
melakukan pengawasan, pengeitian pidana percobaan, jenis-jenis pidana,
berakhirnya pidana percobaan bagi terpidana

Bab. IIl. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara
khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti
mengenai apa saja yang menjadi kendala pengawasan dan pengamatan
oleh hakim pengawas dan pengamat terhadap terpidana percobaan dan
juga mengenai apakah sanksi bagi terpidana percobaan melakukan
perbuatan pidana

Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi

ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.



BAB. 11

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hakim Pengawas Dan Pergamat
1, Pengertian Hekim Pengawas dan Pengamat

Pengertian hakim pengawas dan pengamat pada pokoknya adalah hakim
yang ditunjuk cleh ketua pengadilan yang diberi tugas khusus untuk membantu
ketra dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pengadilan yang menunjuk hakim pengawas dan pengamat dalam
melakukan tugas pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan
ncngadilan tersebui dimaksudkan agar terdapat jaminan bahwa putusan yang
ditujukan cleh pengadilan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dengan =zdanya pengawasan dan pengamatan tersebut akan lebih
mendekatkan pengadilan tida saja dengan kejaksaan tetapi juga dengan
pemasyarakatan. Pengawasan tersebut menempatkan pemasyarakatan dalam
rangkaian proses pidana itu mcnempatkan tugas hakim tidak berakhir pada saat
putusan itu dijatuhkan oleh hakim.

Dalam Pasal 277 KUHP berbunyi sebagai berikut:

(1) Pada seiiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk

membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap
puiusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan



(2) Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang disebut hakim
pangawas dan pengamat ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk paling lama

dua tahnn.

Hakim yang bertugas khusus tersebut di atas melakukan pengawasan dan
pengamatan terhadap putusan pidana yang telah memperoleh kekuvatan hukum
tetap. Dengan adanya pengawasan dan pengamatan tersebut, maka selain hakim
akan dapat mengetahui sampai dimana putusan pengadilan itu tampak hasilnya
bagi diri terpidana/narapidana juga penting bagi penelitian demi ketetapan yang
bermantaat bagi pemidanaan pada umumnya.

Kedudukan hakim pengawas dan pengamat ini sebenarnya merupakan
pelaksanaan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Ketua pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kckuatan hukuin tetap

{2) Pengawasan pelaksanaar putusan pengadiian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya pengawasan dan pengamatan tersebut akan lebih

mendekatkan pengadilan tidak saja dengan kejaksaan juga dengan

pemasyarakatan.

Adapun ketentuan pelaksanaan pengawasan dan pengamatan yang

dilakukan oleh hakim menurut KUHAP adalah sebagai berikut:

a. Mula-mula Jaksa mengirim tembusan berita acara pelaksanaan putusan
pengadilan yang ditandatangani olehnya, kepada kepala Lembaga
Pemasyarakatan, terpidana dan Ketua Pengadilan yang memutus perkara
tersebut pada tingkat pertama ( Pasal 278 KUHAP)

b. Panitera mencatat pelaksanaan terscbut dalam register pengawasan dan
pengamatan. Register tersebut wajib dibuat, ditutup dan ditandatangani
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oich panitera setiap hari kerja dan untuk diketahui ditandatangani juga
oleh hakim pengawas dan pengamat (Pasal 279 KUHAP)

Hakim pengawas dan pengamat guna memperoleh kepastian bahwa
putusan pengadilan dilaksanakan senuestinya. Hakim tersebut mengadakan
penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan, serta
pengaruh timbal balik antara pelaku narapidana dan pembinaan narapisana
oleh Lembaga Pemasyarakatan. Pengamatan tetap dilaksanakan setelah
terpidana seizsai menjali pidananya. Pengawasan dan pengamatan berlaku
pula bagi pemidanaan bersyarat (Pasal 280 X1UJHAP)

d. Atas permintaan hakim pengawas dan pengamat, Kepala Lembaga
Peinasyarakatan menyampaikan informasi secara berkala ata: scwaktu-
waktu tentang perilaku narapidana tertentu yang ada dalam pengawasan
dan pengamatan hakim tersebut (Pasal 280 KUHAP)
Hakim dapat membicarakan dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan
tentang cara pembinaan narapidana tertentu. Hasil pengawasan dan
pengamatan dilaporkan oleh hakim pengawas dan pengamat kepada Ketua
Pengadilan secara berkala (Pasal 282 dan 283 KUHAP).?
2. Ruang i.ingkup Tugas Dan Jizznlah Hakirm Perigawas Dan Pengarnat
Pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat hanva ditujukan pada
terpidana/narapidana (tida termasuk yang berasal dari putusan pengadilan militer)
yang merjalani pidananysz di lembaga pemasyarakatan maupun di luar lembaga
pemasyarakatan yaig terdapat dalam dacrah hukum pengadiian negeri dimana
hakim pengawas dan pengamat yang bersangkutan bertugas. Dengan demikian
berarti:

a. Tidak selamanya seorang hakim pengawas dan pengamat mengawasi dan
mengamati pelaksanaan putusan-putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan
negeri dimana ia bertugas, akan fetapi dapat juga ia mengawasi dan
mengamati pelaksanaan putusan pengadilan-pengadilan negeri lain.

b. Adanya kemungkinan seorang hakim pengawas dan pengamat tidak

mempunyai subjek pengawasan/pengamatan dikareakan dalam daerah

*Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indoneia, Ghalia Indonesia, Jakarta,
1983, him. 294
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hukum pengadilan negeri dimana ia bertugas, tidak terdapat lembaga

pemasyarakatan.

Dalam hal seorang narapidana setelah menjalani sebagian pidananya
kemudian dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan lain, maka wewenang
pengawas/pengamatannya berpindah kepada hakim pengawas dan pengamat
Galain daerah hukum pengadiian negeri dimana iembaga pemasyarakatan itu
berada. Dengan demikian maka hakim pengawas dan pengamat yang lama harus
mengirimkan data-data perilaku narapidana kepada rekannya di pengadilan negeri
dalarn daerah hukum mana lembaga pcmasyarakatan baru itu berada. Untuk
mernjaga keutuhan kerasipan, niaka yang dikirirakan hanya salinainnya saja.

Hakim pengawas dan pengamat beiiumlah lebih dari satu orang disatu
pengadilan, hal ini tergantung dari besar kecilnya jumlah terpidana yang berada
dalam ruang lingkup tugasiya.

3. Metode Yang Digunakan Dalam melakukan Pengawasan

Metode yang digunakan dalam melakukan pengawasan dan pengamatan
adalah metode persuasif yang ditunjang oleh asas kekeluargaan dalam arti di
dalam menjalankan tugasnya, hakim pengawas dan pengamat harus selalu
menggunakan tata cara pendekatan yang dijiwai oleh itikad untuk mencapai
tujuan yang imulia melalui pengarahan-pengarahan, saran-saran dan himbauan-
himbauan dan tidak dibenarkan sampai menyinggung perasaan pihak-pihak lain

ataupun mencampuri secara formal wewenang instansi lain. Kalaupun

“seandainya sedikit hakim pengawas dan pengamat akan masuk dalam bidang
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instansi lain hendaknya itu tetap bertumpu pada sikap kekeluargaan yang
dilandasi oleh kaarifan dan lc's:bija.ks.'maan”.‘1

Untuk lebih jelasnya siapa yang diawasi dan diamati oleh hakim pengawas
dan pengamat serta bagaimana cara hakimpengawas dan pengamat mengawasi
orang-orangyang dipidana dengan pidana percobaan dapat diiihatdi dalam

peijjelasan mengenai pembahasan di dalam Bab II1.

B. Pengertiar Pidana Percobaan
1. Jeriis-jenis Pidana

Dalam sistem hukum kita, hukuaman atau pidana yang dijatuhkan dan
perbuatan-perbuatan apa yang diancam pidana harus lebib dahulu telah tercantum
dalam Undang-urndang Pidana. Suatu asas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1)
KUHAP yaitu: “Nullum delictum nullc poena sine praevia lege poenali”, artinya:
Peristiwa pidana tidak akan ada, jika ketentuan pidana dalam undang-undang
tidak ada terlebih dahuiu. Jadi seorang dijatuhi pidana ialah orang yang bersalah
melanggar suatu peraturan hukun: pidana.

Pemidanaan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana
(KUHP) Pasal 10 menyebutkan dua jenis hukuman yaitu:

1. Hukuman Pokok
a. Hukuman Mati
b. Hukuman Penjara

¢. Hukuman Kurungan

*Ansorie Sabuan, dkk, Hukum Acara Pidana, Angkasa, Bandung, 1990, hlm. 59-61
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d. Hukuman Denda

Hukuman Tambahan

a. Pencabutan beberapa hak tertentu

b. Perampasan beberapa barang tertentn

¢. Pengumuman keputusan hakim.’

Mengenai pelaksanzan pidana mati Undang-undang yang mengaturnya

adalah Undang-undang No 2 Pnps Tahun 1964 dan telah dijadikan Undang-

undang No 5 Tahun 1969, vang di dalam Pasal 2 sampai dengan Pasai 16 telah

menentukan hal-hal sebagai berikut:

o

a.

Dalam jangke waktu tiga kali dua puluh empat jam sebeluin saat pidana
maii itu dilaksanakan, jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan harus
memberitahukar kepada terpidana tentang akan dilaksanakannya pidana
mati tersebut. Apabila ternidana berkeinginaii untuk mengemukakan
sesuatu, maka keterangan atau pesannya itu diterima oleh jaksa tinggi atau
oleh jaksa tersebut

Af)abila terpidana merupakan seorang waita yang sedang Lamil, maka
pelaksanaan dari pidana mati harus ditunda hingga anak yang dikandung
itu lahir

Tempat pelaksanaan pidana mati ditentukan oleh Menteri Kehakiman,
yakni di daerah hukum dari pengadilan tingkat pertama yang telah

memutuskan pidana mati yang bersangkutan

*Andi Hamzah dan Siti Rahayu, Suatu Tinjauan Ringkasan Sistem Pemidanaan di

Indonesia, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983, him. 19-23
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d. Kepala Polisi dari daerah yang bersangkutan bertanggung jawab mengenai
pelaksanaan dari pidana mati tersebut setelah mendengar nasihat dari jaksa
tinggi atau dari jaksa yang telah melakukan penuntutan pidana mati pada
peradiian tingkat pertama

Pelaksanaan pidana mati itu dilakukan olch suatu regu penembak polisi di
bawai pimpinan dari seorang perwira polisi

Kepala Polisi dari daerah yang bersangkutan (atau perwira yang ditunjuk)

e

harus menghadiri pelaksanaan dari pidana mati itu, sedang pembelaan dari
terpidana atas permintaannya sendiri atau atas permintaan dari terpidana
dapat menghadirinya

Pelaksanaan dari pidana mat: tidak boelh dilakukan di depan umum

h. Penguburan jenazah terpidana diserahkan kepada keluarga atau kepala
keluarga atau kepada sahzbat-sahabat terpidana dan dicegah pelaksanaan
dari peuguburan yang bersifat demonstratif, kecuali demi kepentingan
umum, maka jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan dapat menentukan
lain

Setelah pelaksanaan dari pidana mati itu selesai dikerjakan maka jaksa
tinggi atau jaksa yang bersangkutan harus membuat berita acara mengcnai
pelaksanaan dari pidana mati tersebut dimana isi dari berita acara tersebut

kemudian harus dicantumkan di dalani surat keputusan dari pengadilan

yang bersangkutan.®

*PAF. Lamintang, KUHAP Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi
Dan llmu Pengatahuan Hukum Pidana, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 552-553
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Hukuman penjara yang diatur di dalam Pasal 12 ayat (1), (2) dan (3) pada
pokoknya menentukan, bahwa hukuman penjara itu lamanya seumur hidup atau
untuk sementara. Hukuman penjara sementara itu sekurang-kurangnya satu hari
dan selama-lamanya lima belas tahun. Hukuman penjara cementara boleh
dijatuhkan selama-lamanya dua puluh tahun berturt-turet, dalam ha! kejahatan
yang menurut pilihan hakim sendiri boleh dihukum mati, penjara seumur hidup
dan penjara sementara, karena ada gabungan kejahatan atau karena berulang-
ulang melakukan kejahatan.

Merngenai hukuman kurungan ditentukan di Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3)
vang pada pokoknya menetapkan bahwa. lamanya hukuman kurungan serendah-
rendahnya satu hari dan selamna-lamanya satu tahun. Hukuman itu boleh
dijatuhkan selama-lamanya satu tahun empat bulan dalam hal dimana hukuman
tambahar: lantaran ada beberapa kejahatan yang dilakukan berulang-ulang, atau
karena yang ditentukan pada Pasal 52 KUHP. Serta hukuman kurungan itu tidak
boleh lebih lama dari satu tahun empat bulan.

Pelaksanaan pidana denda yang ditentukan di dalam Pasal 30 KUI{P, yang
pada pokoknya mcnentukan bahwa jika dijatuhkan hukuman denda dan denda tida
dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan. Lamanya hukuman kurungan
pengganti itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya empat bulan.
Hukuman kurungan itu boleh dijatulikan selama-lamanya delapan bulan, dalam
hal mana maksimum denda itu dinaikan, karena beberapa kejahatan yang

dilakukan, karena berulang-ulang melakukan kejahatan atau lantaran hal-hal yang

ditentukan pada Pasal 52 KUHP.
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Terhadap hukuman tambahan mengenai penjabutan beberapa hak tertetu

yang dapat dicabut itu ditentukan di dalam Pasal 35 KUHP yaitu:

a. Hak untuk menjabat segala jabatan atau jabatan yaitu tugas pada negara

atau bagian-bagian dari negara

Hak untuk masuk kekuasaan Angkata Bersenjata yang masuk kekuasaan
Angkaoran Bersenjaia ialzh tentara dan wajib tentara Angkata Darat, Lat,
Udara maupun Kepolisian Negara.

Hak dipilih aktif dan hadir inpasi anggota DPR Pusat dan Daerah, serta
dalam pemilihan lain-lainnya menuvrui undang-uncdang atau peraturan
um.

Hak menjadi penasehat, wali dan lain-lain

Hak kuasa bapak dan sebagainya

Hak untuk melakukan pekerjear vang tertentu, artinya segala pekerjazn
yang bukan pegawai negeri. jadi pekerjaan partikulir, seperii dagang,
scpir, tukang sepatu dan lainlain.

Mengenai pelaksanaan hukuman tambahan berupa perampasan barang-

barang tertentu menurut Pasal 39 KUHP dapat dibedakan atas dua macm, yaitu:

a.

Barang-barang (termasuk pula binatang) yang dipercleh dengan kejahatan,
misalnya uang palsu yang dipercleh karena melakukan kejahatan
memalsukan uang, uang suap dan sebagainya

Barang-barang (termasuk pula binatang) yang dengan sengaja dipakai

melakukan kejahatan, misalnya, sebuah golok atau senjata api yang
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dipakai dengan sengaja untuk membunuh orang, alat-alat yang dipakai

untuk mengugurkan kandungarn dan sebagainya.’

Lebih lanjut mengenai pemidanaan yang diatur di dalam KUHP terdapat
pulamengenai pemidanaan bersyarat/percobaan yang diatur di dalam Pasal 14 a
sampai dengan 14 f KUHP. Untuk lebih jelasnya marilah kita lihatpidana
bersyrat/percobaan.

2. Pengertian Pidana Percobaan Serta Ketentuannya.

Pengertian pidana percobaan pada pokoknya ialah orang yang dijatuhi
hukuman, tetapi hukuman itu tidak usah diialankan, kecuali jikakemudian ternnyaia
bahwa terbukum sebelum habis terpo percobaan berbuat sesuatu peristiwa pidana
atau melanggar perjanjian yang diadakan oleh hakim kepadanya. Jadi pejatuhan
hukuman tetap ada, hanya pelaksanaan hukuman itu tidak dijalankan.

Maksud dari penjatuhar pidara semacam iri adalah untuk memberi
kesempatan kepada terpidana supaya dalam tempo percobaan itu ia memperbaiki
diri agar tidak berbuat peristiwa pidana atau tidak melanggar perjanjian yang telah
diberikan kepadanya.

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana tjuar dari adanya hukuman
semacam ini sebenarnya sangat baik sckali terutama untuk si terhukum, tetapi

dalam kenyataannya tida dapat dimengerti ole terhukum, karena putusan itu

dipandang kelru sebagai putusan bebas dari hukuman.

"Andi Hamzah dan Siti Rahayu, Op.Cir, hlm. 34-39
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Ketentuan tentang adanyapidana percobaan ini diatur di dalam Kitab
Undang-undang Hukum Pidana mulai dari Pasal 14 a sampai dengan Pasal 14 f
KUHP.

Hakim dalam menjatuhkan pidana percobaan ini yeitu pidana penjara
selama-lamanya satu tahun bila dijatuhkan hukuman kurungan diantaranya tidak
termasuk hukuman kurungan mengganti denda. Judi pidana percobaan ini tiduk
dapat dijatuhkan terhadap terdakwa yang dijatuhi hukuman yang lebih sari satu
tahun da hukuman kurungan pengganti denda seperti yang terdapat di dalam Pasal

14 a ayat (1) KUHP, yaitu:

Jika dijatuhkan hukuman penjarcyang seiama-lamanya satu tahun dan jika
dijatuhkan hukuman kurvngan penggant: denda. maka hakim tidak boleh
memerintahkan bahwa hukuman itu tidak akan dijalankan, kecuali kalau
dikemudian hari ada perintah lain dari keputusan hakim oleh karera terukum
sebelum lalu dalam tempo percobaan itu tidak memenuhi suatu perjanjian
yang istimewa yang sekiranya diadakan dalam perintah itu.

Lamanya masa percobaan bagi terhukum adalah bagi kejahatan maksrum

tiga tahun denga ketentuan-ketentuan di dalam pasal-pasa! KUHP yaitu: Pasal 492
KUHP mabuk dengan menggangu ketertiban umum, Pasai 504 KUIP minta-
minta ditempat umum, Pasal 506 KUHP berbuat sebagai mucikari, Pasal 536
kentara mabuk ditempat umum. Ketentuannya diatur di dalam Pasal 14 b ayat (1)
KUHP, yaitu: “Bagi perkara kejahatan dan pelanggaran vang diterangkan dalam
Pasal 492, 504, 506, dan 536, maka lamanya tempo percobaan itu selama-lamanya
tiga tahun, bagi perkarapelanggaran yang lain setinggi-tingginya dua tahun”.

Dalam hal hakim menjatuhkan hukuman atas seseorang yang dinyatakarn

bersalah dengan ketentuan bahwa hukuman itu tidak usah dijalankan, asalkan saja

si terhukum tersebut memenuhi beberapa syarat tertentu yang telah ditentukan,
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syarat tersebut berupa syarat umum dan syarat khusus. Merupakan syarat umum
bagi si terhukum di dalam masa percobaannya ia tidak boleh melakukan
pelanggaran hukum, sedangkan dalam syarat khusus mengenai tingkah laku
terhukum selama sebagian daii masa percobaan, asalkan tidak mengrangi

kemerdekaan berpolitik. Ketentuan mengenai syaral umum ini terdapat dalam

Paszi 14 a ayat (4) KUHP sebagai berikut:

Perintah itu diberikan, melainkan jika hakim dapat berkeyakinan, sesudah
dilakukan pemeriksaan yang teliti, bahwa dapat dilakukan pengawasan yang
cukup terhadap orang yang dihukum itu dalam hal memenuhi perjanjian
vmuni, bahwa ia tidak akan melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan
dalam hal memenuhi perjanjian istimewa, jika sekiranya perjanjian itu

diadakan juga.
Sedangkan syarat LYhusus terdapat di dalam Pasal 14 c ayat (1) dan (2)

KUHP, yaitu:

Dalam pemerintahan yang disebut pada Pasal 14 a, kecuzli daiam hal
dijatchkan hukuman denda, inaka bersama-sama dengan perjaniian umum
baiiwa si terukum tidak akan raelakukan perbuatan yang dapai dihukum,
maka boleh mengadakan perjanjian istimewa, bahwa si terhukum akan
mengganti kKerugian yang dapat dihukum itu, semmanya atav untuk
sebahagian saja yang ditentukan dalam tempo yang akan ditetapkan, yang
kurang lamanya dari pada tempo percobaan itu.

Dalam hal hakim menjatuhkan hukuman, baik hukuman penjara yang
lamanya lebih dari 3 tulan, maupun hukuman karena salah satu pelangaran
yang diterangkan dalam Pasal 492, 504, 505, dan 536, maka pada perintah
itu hakim berkuasa mengadakan perjanjian istimewa yang lain pula tentang
kelakuan si terhukum, yang harus dipenuhinya dalam tempo percobaan atau
dalam sebagian tempo itu, yang akan ditentukan pada perintah itu.

Dalam masa percobaan itu mungkin terjadi sesuatu hal yang menyebabkan
timbulnya suatu keharusan, mempertimbangkan masih dapat tidaknya terhukum

bebas dari pelaksanaan hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim yang
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memutuskan dala tingkat pertama atas usul dari jaksa. Perintah itu dapat diberikan

dalam hal:

1. Bila terhukum dalam tempo percobaan melakukan peristiwa pidana
2. Bila syarat-syarat khusus dilanggarnya
3. Bila terukum sebelum habis tempo percobaan telah dijatuhi
hukuman karena peristiwa pidana yang dilakukannya pada waktu
sebelum tempo percobaan itu mulai berlaku
4. Setelah habis tempo percobaanpun masih dapat pula hukuman
dengan perccbaan ini diperintahkan untuk dijalankan, ialah karena
terukum telab berbuat peristiwa pidana selama tempo percobaan iiu
asal szja penuntutannya telah dimulai sebelum habis tempo
]:»f:rco:)baan.8
Hakim vang memutuskan semula, sndab menerima usul dari pegawai vang
melakukan pengawasan, harus mempertimbangkan kejadian yang dilaporkan dan
menetapkan tindakan yang harus diambil atau dikeiuarkannya perintah supaya
hukuman yang semula si terhukum diberikan peringaian dengan cara yang telah
ditentukan. Perintah menjalankan bukuman ini hanyz dapat diberikan sebelum
masa percobaan berakhir. Atas ketentuan ini terdapat pengecualian yang
memungkinkan mengeluarkan perintah menjalankan hukuman ini sesudah masa
percobaan berakhir.

Di dalam pelaksanaan pidana percobaan, maka terpidana harus diberi

turunan keputusan hakim baik secra lisan ataupun secara tertulis segala

4Ibid, hlm 39-43
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pengertian mengenai pidana tersebut, khususnya mengcnai sayarat yang terdapat
pada pidana percobaan besert konsckuensinya apabila pelanggaran terhadap
syarat-syarat yang telah ditentukan.

Sehubungan dengan hal di atas, maka demi keberhasilan pelaksanaan
pidana tersebut terpidana seharusnya meinpunyai hak untuk mengajukan
permohonan agar diberikan penjelasan lebih lanjut tentang pidana yang dijatuhkan
kepadanya dan juga hak untuk mengajukan perubahan atas syarat-syarat khusus
yang dibebankan kepadanya, apabila syarat tersebut bagi terpidana terlalu berat
dan tidak mungkin dipenuhinya. Hal ini sangat penting karena jangan sampai
kegagalan pidana ini terjadi karena hal-hal yang tidak dimengerti oleh terpidana
atau karecra syarat-syarat yang iidak mungkin akan dipenuhi oleh yang

bersangkutan.
Berdasarkan ketentuan di aics, maka dapat dikemukakan perangkat

pedoman pengenaan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Merupakan syarat umum bagi terpidana bahwa ia tidak boleh melakukan
pelanggaran hukum selama masa percobaan. Di samping syarat
umumpengadilan dapat mecmbebankan syarat-syarat khusus yang berkaitan
dengan masing-masing perkara. Syarat-syarat khusus ini adalah terpidana
dalam waktu yang lebih pendek dar masa percobaannya harus mengganti
seluruh atau sebagian Kkerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan
pidananya. Di samping itu pula dapat diterapkan syarat khusus lainnya

mengenai tingkah laku terpidara selama masa percobaan atau selama

sebagian dari masa percobaan
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2. Syarat-syarat yang dijatuhkan oleh pengadilan tersebut di atas harus
diarahkan untuk membantu terpidana dalam mentaati hukum, dalam
kerangka rehabilitasi dan tidak membatasi kemerdekaannya atau
kebebasannya beragama dan berpolitik
3. Segala persyaratan dalam bentuk ganti rugi, pcrbaikan kerusakan dan
baniuan kekeiuargaan tidak boleh diatar diluar kemampuen terpidana
4. Terpidana tida diperkenankan untuk membayar biaya-biaya yang
dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan pidana percobaan tersebut.”
3. Berakhirnya Pidanc Percobaan Bagi Terpidana

Sebelum jaugka wakiu percobaan berakhir, sebagai pengakuan bahwa
terpidana telah benar-berar dapat memperbaiki dirinya sehingga tidak diperiukan
lagi adanya pengawasan dai: pengenaan syarat-syarat lain. Untuk itu diperlukan
peraturai-peraturan yang dapat menjamin agar sistem picdana ini dapat diierapkan.
Sehubungan dengan hal di atas, dapat diajukan pedoman:

a. Pidana percobaan secara otomatis berhenti dengan berhasilnya melampaui
jangka waktu percobaan yang telsh ditentukan oleh pengadilan atau
lembaga yang ditunjuk harus mengeluarkan surat keterangan tentang
penghentian tersebut dan sebuah keterangan tentang penghentian tersebut
dan sebuah turunan surat keterangan tersebut harus diberikan kepada bekas
terpidana

b. Pengadilan yang menjatuhkan pidana tersebut mempunyai wewenang

untuk menghentikan pidana itu sebagaimana yang telah ditentukan putusan

*Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni Bandung 1995, him. 205-206
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pengadilan harus didasarkan atas kenyataan bahwa terpidana telah dapat
melakukan penyesuaian dengan baik dan pengawasan serta pengenaan

syarat lainnya tida diperlukan lagi."’

°7pid hlm. 207



BAB. 111

PEMBAHASAN

A. Kendala Pengawasan dan Pengamatar Olch Hakim Pengawsas dan

Pengamat Terhadap Terpidana Percobaan

Hakim pengawas dan pengamat pada hakikatnya adalah hakim yang
ditunjuk oleh ketuz pengadilan yang diberi tugas khusus untuk membantu Ketua
dalam melaknukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang

telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Hal tersebut di atas, dapat dilihat di da'am Pasal 277 ayat (1) dan (2)

KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Pada setiap pengadilan Larus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk
membantu pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan

pidana perampasan kemerdekaan
(2) Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang disebut hakim
pengawas dan pengamat, ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk paling

lama dua tahun.

Ini berarti bahwa pengawasan dan pengamatan oleh hakim pengawas dan
pengamat ditujukan pada putusan pengadilan yang berupa pidana perampasan
kemerdekaan, selain itu di dalam Pasal 280 ayat (4) KUHAP dinyatakan bahwa
pengawasan dan pengamatan oleh hakim berlaku juga bagi pidana

bersyarat/percobaan sebagai berikut: “Pengawasan dan pengamatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 277 berlaku pula bagi pemidanaan bersyarat”.

24
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Keberadaan hakim pengawas dan pengamat memang diperlukan karena
langsung atau tidak langsung mempunyai keterkaitan erat dengan tugas utamanya
sebagai hakim di Pengadilan Negeri. Keterkaitannya ini adalah menyangkut
tanggung jawab tidak saja kepada Tuhan, Negara dan msayarakat tetapi juga
kepada pencgakkan kcadilan maupun hasil yang akan dicapai dari adanya
penerapan pidana ini bagi terpidana.

Adapun teknis operasional hakim pengawas dan pengamat ini dalam
nielaksanakan tugasnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun
1985. Pada pokoknya perincian pelaksanaan tugas hakim pengawas dan

pengamat:

!. Mengingat inii pengertian pengawasan adalah ditujukan pada jaksa dan

4.

petugas lembaga pemasyarakatan, maka perincian tugas pengawas adalah

sebagai berikut:

a. Memeriksa dan menandatangani register pengawas dan pcngamat yang
berada di kepaniteraan pengadilan negeri

b. Mengadakan cheking on the spot paling sedikit tiga bulan sekali ke

lembaga pemasyarakatan untuk memeriksa kebenaran berita acara

pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani oleh Jaksa, Kepala

Lembaga Pemasyarakatan dan terpidana

Mengadkan cbservasi terhadap keadzan, suasana dan kegiatan-kegiatan

yang berlangsung tembok-tembok lembaga khususnya untuk menilai

apakah keadaan lembaga pemasyarakatan tersebut sudah memenuhi

pengertian bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan
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tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia serta mengamati
dengan mata kepala sendiri perilaku narapidana sehubungan dengan
pidana yang dijatuhkan kepadanya
. Mengadakan wawancara dengan para petugas pemasyarakatan (terutama
para wali Pembina narapidana) yang bersangkutan mengenai perilaku serta
liasil-nasi! pembinaan narapidana, baik kemajuan-kemanjuan yang
diperoleh maupu kemunduran-kemunduran yang terjadi
Mengadakan wawancara langsung dengan narapidana mengenai perilaku
terhadap dirinya, hubungan-hubungan kemanusiaan antara sesama mereka
sendiri maupun dengan para petugas lembaga pemasyarakatan
Menghubungi Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan Ketua Dewan
Pembina Pemasyarakatan dan jika dipandang perlu juga mengubungi
koidinator  pemasyarakatan pada kantor wilayah  kordinator
pemasyarakatan pada kantor Departemen Kehakiman dalam rangka saling
tukr menukar saran dan pendapat dalam pemecahan svatu masaiah serta
berkonsultasi mengenai perlakuan terhadap para narapidana yang bersifat
teknis, baik tata perlakuan di dalam tembok leinbaga maupun di luarnya.
Dalam melaksanakan tugas pengawasan ini hendaknya hakim
pengawas dan pengamat menitikberatkan pengawasannya antara lain pada
apakah jaksa telah menyerahkan terpidana kepada lembaga
pemasyarakatan tepat pada waktunya, apakah masa pidana yang

dijatuhkan oleh pengadilan benar-benar dilaksanakan secara nyata oleh

kepala lembaga pemasyarakatan.
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2. Sedangkan inti pengertian pengamatar adalah diwyjukan pada masalah
pengadilan sendiri sebagai bahan penelitian bagi pemidanaan yang ckan

dating, maka perincian tugas pengamatan adalah:
a. Mengumpulkan data tentang periiaku narapidana, yang dikatagorikan
berdasarkan tindak pidananya. Data mengenai perilaku narapidana ini
dapat perpedoman pada fakior-faktor antara lain tipe dari pelaku tindak
pidana, misalnya untuk pertama kali melakukan tindak pidana recidivis,
keadaan rumah tanganyz, keadean lingkungannya, serta keadaan psykhis
lainnya.

b. Mecngadakan evaluesi mengenai hubungan antara perilaku narapidana
tersebut dengan pidana yang dijatuhkan, apakah lamanya pidana yang
dijatuhkan terhadap narapidana dengan perilaku tertentu sudah tepat untuk
me'akukan pembinaun terhadap dirinya sehingga pada waktu dilepaskan
nanti narapidana tersebut sudah dapai menjadi anggota masyarakat yang
baik dan taat pada hukum.

Data yang telah terkumpui dari petugas-petugas yang telah dirinci tersebut
hendaknya dilaporkan secara tertulis oleh hakim pengawas dan pengamat kepada
Ketua Pengadilan Negeri paling sedikit tiga bulan sekali dengan tembusan kepada
Kepala Lembaga Pcmasyarakatan, Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan
Tinggi, Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Kehakiman RI, dan Jaksa Agung RI
selanjutnya Pengadilan Negeri meneruskan laporan tersebut pada hakim-hakim
yang telah memutus perkara narapidana yang bersangkutan agar dapat mereka

ketahui hal-hal berkaitan dengan putusan mereka. Mengenai sara-saran hakim
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pengawas dan pengamat yang termuat dalam laporaunya itu, “hendaknya Ketua
Pengadilan Negeri ikut memintakan perhatian untuk dilaksanakan oleh yang
bersangkutan, dan apabila diangap perlu meneruskannya kepada atasannya
masing-masing”."’

Di dalam Pasal 14 d ayat (1) KUHP ditentukan: “Pengawasan dalam hal
meaepati perjanjian itu dipertanggungkan pada ambtonaar yang menyurch
menjalankan hukuman itu, jika sekiranya dikemudian hari diperintahkan untuk
menjalankannya”.

Menurut ketentuan di dalam Pasal 14 d ayat (1) KUHP tersebut, yang
bertugas mengawasi ditaatinya syarai-syarat baik syarat umum maupun syarat
knusus adalah jaksa, yang dalam ketentuan tersebut teiah disebut sebagai pejabat
yang memerintahkan agar putusan hakim dilaksanakan.

Pasal 14 d ayat (2) menentckan, bahwa jika dipandang cukup beralasan, di
dalam perintahnya itu hakim dapat memerintahkan kepada lembaga yang
berbentuk badan hukum dan yang berkedudukan di Indonesia atau kepada
pengurus dari suatu yayasan yang juga berkedudukan di Indonesia ataupun kepada
seorang pegawai negeri tertentu untuk memberikan bantuan dan dukungannya
kepada terpidana agar ia dapat memenuhi syarat-syarat khusus yang ditetapkan
oleh hakim.

Sedangkan Pasal 14 d ayat (3) KUHP menentukan, bahwa peraturan yang

mengatur lebih lanjut mengenai pengawasan tersebut dan mengenai bantuan serta

" Ansorie Sabuan, dkk, Op. Cif, hlm. 57-59
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penunjukan lembaga-lembaga dan pengurus dari yayasan yang dapat diperntahkan
untuk memberikan bantuannya itu ditetapkan dengan suatu ordonansi.

Ordonansi tersebut di atas ialah Ordonansi tanggal 6 Ncvember 1926,

Staaisblad Tahkun 1926 Nomor 487, yang juga dikenal sebagai

Uitvoeringsordinnantioe Vorwaardelijke Veroordeling atau Ordonansi mengenai

pemidanaan bersyarat.  Dalam Ordonansi tferscbut “tidak terdapai satupuu

ketentuan yang melibatkan hakim dalam pengawasan yang dilakukan oleh jaksa

9 12

terhadap orang-orang yang telah dijatuhi pidana bersyarat/percobaan”.
Lebih lanjut mengenai pegawasan dan pengamatan hakim terhadap

terpidana percobaan ini menun:t penjelasan Nuhardin, Wakil Panitera Pengadilan

Negeri Klas I A Palembang, yaiiu.

Pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh hakim di dalam
lembaga pemasyarakatani adalah tidak sesulit dengan pengawasan di luar
lembaga pemasyarakatan. Hal ini discbabkar karena terhadap mereka yang
ada di dalam lembaga pemasyarakatan selain hakim pengawas dan pengamat
tersebut melihat sendiri mengenai keadaan narapidana/terpidana juga hakim
dapat meminta bantuan kepada lembaga pemasyarakatan mengenai proses

pembinaannya dala lembaga tersebut.
Sedangkan pengawasan dan pengamatan terhadap terpidana percobazn,

hakim tersebut mengawasi dan mengamati sendiri iingkah laku terpidana di
dalam menjalani masa percobaannya, baik memenuhi syarat umuin maupuu
syarat khusus yang telah ditentukan."

Walaupun demikian pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh
hakim pengawas dan pengamat terhadap terpidana percobaan ternyata sampai saat
ini hal tersebut belum berjalan sebagaimana yang dharapkan, hal ini dikarenakan

adanya beberapa kendala yang dihadapi oleh hakim pengawas dan pengamat

"2PAF. Lamintang, Op. Cit, hlm. 563-564
" Wawancara, Dengan Nuhardin, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Klas 1 APalembang,

Pada Tanggal 15 November 2014
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dalam mengawasi dan mengamati terpidana yang dipidana dengan dipidana

dengan pidana percobaan.

Selanjutnya menurut Nuhardin, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Klas 1

A Palembang, menyebuikan beberapa kendala yang dihadapi oleh hakim dalam

melaksanakan tugasnya, diantaranya adalah: -

k.

Belum adanya ketentuan iebih lanjut mengenar pelaksanaan pengawasan
dan pengamatan oleh hakim terhadap terpidana percobaan

Sampai sekarang masih belum terdapat pengertian tentang hal-hal yang
menyangkut tugas hakim pengawas dan pengamat baik dikalangan sesame
penegak hukum (jaksa :naupun hakim) juga masyarakat juas

Hakim pengawas dan pengamat dalam melaksanakan tugasnya teradap
terpidana percobaan tidak dibantu oleh pihak lain dalam mengawasi dan
mengamati terpidana, walaupun ada anjurar: dari Mahkamah Aguiig dalam
menjalankan pengawasan dan pengamatan hakim dibantu oleh Lurah da
Kepala Desa. namun keadazan yang sebeuarnya tidaiah demikian sehingga

sangat sulit bagi hakim tersebut untuk mengetahui si terpidana dalam

memenuhi syarat umum maupun syarat khusus di dalam masa

peccbaannya.

Beberapa kendala tersebut di atas, sekaligus menjadi penghambat

pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat yang ternyata tidak mudah

untuk ditanggulangi. Meskipun ada beberapa kendala di dalam pelaksanaan tugas

hakim pengawas da pcngamat, usaha peningkatan untuk mengatasi kendala

"“Wawancara, Dengan Nuhardin, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kals 1 A Palembang,

Pada Tanggal 15 November 2014
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tersebut terus dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan, sehingga makin

mendatangkan kemanfaatan khususnya bagi terpidana percobzan dalam

memenuhi syarat umum maupun syarat khusus selama masa percobaan.

Selanjutnya dalam pelaksanaan pidana percobaan ini, sering diartikan oleh
masyarakat awam scbagail pidana pembebasan saja, oleh kareiia si terhukum ini
tidak dimasukkan ked ala tembok penjara.

Apabila ditelusuri kembali keadaan yang sebenarnya tidak demkian,
karena terhadap diri terpidana masih dikenakan syarat-syarat yang telah
ditentukan, yakni syarat-syarat uimnum dan syarat-syarat kliusus. Apabila syarat-
syarat tersebut dilanggar, maka terhadap si terpidana dapat dikenckan pidana
perampasan kemerdekaan dan dituntut pula atas peristiwa pidana yang baru yaitu
sebagai akibat dari peianggaran syarat-syarat yang telah ditentukan sebelumnya.

Demkian juga terhadap diri teipidana selama masa percobaannya masih
dikenakan wajib lapor kepada pihak kejaksaan, hal tersebut tida lain dimaksndkan
adalah untuk mengetahui apakah si terpidana tersebut masih dalam ruang lingkup
dimana ia bertempat tinggai sclam ia menjalani masa percobaannya.

Derngan adanya wajib lapor ini maka dapat memperlancar pengawasan da
pengamatan hakim pengawas dan pengamat untuk menjalankanr tugas dan
tanggung jawab sebagai hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan dalam
melaksnakan pengawasan dan pengamatannya. Terhadap pelaksanaan pidana
percobaan terhadap terpidana sesuai dengan ketentuan undang-undang yang ada.

Dari apa yang telah diuraikan di atas maka dapat diketahui bahwa sikap

kehati-hatian daiam menuntut dan menjatuhkan pidana ini, sebagaian besar
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disebabkan karena alasan praktis yaitu kemampuan untuk mengawasi masih
terbatas, berhubung belum berfungsinya tugas hakim pengawas dan pengamat, hal

ini dikarenakan belum adanya peraturan pelaksanaan tugas hakim pengawas dan

pengamat lebih lanjut.

B. Sanksi Bagi Terpidana Percobaan Apabiia Melakukan Perbuatan Pidana

Walaupun sering disebut dengan pidana bersyarat (voorwaardelijke
veroordeling), tetapi sesungguhnya bukan salah satu dari jenis pidana, karena tida
disebutkan dalam Pasal 10 KUHP. Karena bukan jenis pidana, melainkan suatu
sistem penjatuhan pidana tertentu (penjara, kurungan, denda) dimana ditetapkan
dalam amar putusan bahwa pidana yang dijatuhkan itu tidak perlu dijalankan
dengan pembebanan syarat-syarat tertentu, maka sebaiknya digunakan istilah
pidana dengan bersyarat.

Pidana dengan bersyarat yang dalam praktik hukum sering juga disebut
dengan pidana percobaan adalah suatu sistem/model penajtuhan pidana oleh
hakim yang pelaksanaannya digantungkan pada syarat-syarat tertentu. Artinya
pidana yang dijatuhkan oleh hakim itu ditetapkan tidak perlu dijalankan pada
terpidana selama syarat-syarat yang ditentukan tidak dilanggarnya dan pidana
dapat dijalankan apabila syarat-syarat yang ditetapkan itu tidak ditaatinya atau
dilanggarnya.

Adapun manfaat dari penjatuhan pidana dengan bersyarat ini adalah
memperbaiki penjahat tanpa harus memasukkannya kedalam penjara, artinya

tanpa membuat derita bagi dirinya dan keluarganya, mengingat pergaulan dalam
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penjara terbukti sering membawa pengaruh buruk bagi seseorang terpidana,
terutama bagi orang-orang yang melakukan tindak pidanakarena dorongan faktor
tertentu yang ia tidak mempunyai kemampuan untuk menguasai dirinya, dalam
arti bukan penjahat yang sesungguhnya misalnya karena kemelaratan dan untuk
makan ia mencuri sebungkus roti, karena butuh uang untuk mengobati istrinya
yang luka parah zkibat kecelakaan terpaksa ia menggunakan uang kas kanior
(penggelapan Pasal 372 KUHP), kejahatan-kejahatan culpa, dan masih banyak
contoh lainnya.

Pidana bersyarat daiam KUHP kita sesungguhnya mengambi! dan meniru
dan 2 macam sistem pidana bersyarat yang satu sama lain sangat berbeda,
yaitu pertama sistem Inggris-Amerika Serikat (di Inggir tumbuh sekitar abad
perter}gahan dan di !}S sejalf. ta}mn 186?2, dan yang kedua sistem Belgia dan
Prancis (tumbuh sckitar akhir abad 19).

Menurut sistem Inggris-Amerika, ialah apabila dalam pemeriksaan
pengadiian terbukti terdakwa bersalah, ia tidak (perlu) divonis dengan suatu
pemidanaan, melainkan cukup hanya dinyatakan sebagai ia telah terbukti bersalah
saja, dan kemudian ditetapkan masa percobaan. Dalam masa percobaan ini
dikenai syarat-syarat tertentu, antara lain ia tidak boleh melakukan suatu
kejahatan, dalam arti ia diberi kesempatan untuk memperbaiki kelakuannya tanpa
ia harus divonis pidana, berarti juga tidak ada pidana yang dijalaninya.

Akan tetapi apbila dalam fase pertama ini, dalam arti dalam masa

percobaan ia melanggar syarat yang ditetapkan hakim, maka barulah ia dijatuhi

pidana yang selanjutnya pidana itu ditetapkan untuk dijalankan kepadanya.

“Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Stelsel Pidanc, Tindak Pidana,
Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunva Hukum Pidana, Raja Grafindo persada, Jakarta,

2002, hlm. 55
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Jadi sebenarnya menurut sistem ini, yang digantungkan dengan syarat itu
adalah penjatuhan pidananya, dan bukan pelaksanaan pidananya seperti pada
sistem KUHP kita.

Maksud yang ingi dicapai dengan sistem ini adalah untuk memperbaiki si
pelanggar hukum tanpa dengan menjatuhkan pidana atau tanpa menghukumnya.
Selama dalam masa percobaan dalam usaha memperbaiki kelakuannya, terpidana
dibimbing dan diawasi oleh pegawai reklasering. Sistem ini disebut dengan
probation.

Lain halnya dengan siste Prancis-Belgia, yang menurut sistem ini, apabila
dipersidangan terbukt: terdakwa bersalah, maka disamping dinyatakan terdakwa
tclah tcrbukti bersalah, atas kelasahannya itu hakim1 juga menjatuhkan pidana,
tetapi ditetapkan dalam vonis itu bahwa pidana itu baru dapat dijalankan pada
terpidana apabila yang bersangkutan melanggar syarat-syarat yang ditetapkan,
syarat ini berupa ia tidak boleh melakukan kejahatan lagi dalam masa tertentu atau

disebut dengan masa percobaan.

Perbedaan lain, adalah menurut sistem Inggris-Amerika, dalam masa
percobaan yang bersangkutan dalam usahanya memperbaiki kelakuannya, ia
dibimbing dan diawasi oleh pejabat reklasering, karena itu disebut dengan sistem
probation.

Tetapi menurut sistem Prancis-Belgia, dalam memperbaiki kelakuannya,
yang bersangkutan tidak dilakukan bimbingan, diserahkan kepada yang
bersangkutan sendiri. Tujuan menurut sistem Inggris-Anierika, adalah dapat

diperbaikinya orang yang bersalah, dengan menghindarkannya dari cap (stigma)
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seorang penjahat atau terpidana, yang stigma mana dapat membawa kedalam
suasana dan akibat buruk bagi yang bersangkutan, misalnya ia kehilangan mata
pencaharian atau pekerjaan, dijauhi dan dikucilkan orang dalam pergaulan
masyarakat.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dengan sistem Prancis-Belgia adalah
dapat diperbaikinya yang bersalah dengan menghindarkannya dari penderitaan
harus menjalani pidana di rumah penjara. Karena pengaruh penjara seringkali
berakibat buruk bagi narapidana.

Dalam WvS Belanda, pidana bersyarat ini diadakan dalam tahun 1915,
sistemnya adalzh merupakan campuran antara sistem Inggris-Amerika dengan
sistem Perancis-Belgia di atas, dan berdasarkan asas concordantie, sistem Belanda
ini juga diterapkan dalam hukum pidana (WvS) di Hindia Belanda.

Sebagai sistem campuran, sistem Belanda ini mengoper sebagian dari
masing-masing sisiem. Menurut sistem Belanda, apabila dalam persidangan
terdakwa terbukti bersalah, atas kesalahannya itu hakim menjatuhkan pidana,
tetapi dalam putusan hakim ditetapkan bahwa ia tidak perlu menjalani pidananya
apabila apabila selama tertentu (disebut masa percobaar), ia tidak melanggar
syarat-syarat yang ditentukan. Selama masa percobaan, dalam usaha memperbaiki
kelakuannya, terhadap terpidana dilakukan bimbingan dan pengawasan oleh
pejabat reklasering.

Tampak bahwa dari sistem Inggris-Amerika, yang dapat dioper oleh
sistem Belanda ini, adalah ditetapkan syarat-syarat tertentu yang harus ditaati agar

pidana yang dijatuhkan tidak perlu dijalani, dan dalam usaha memperbaiki
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dirinya, yang bersangkutan dibantu dan dibimbing oleh pejabat reklasering.
Sedangkan dari sistem Prancis-Beigia yang dioper ke dalam sistem Belanda
adalah, apabila dalam persidangan terbukti kesalahan terdakwa, maka hakim
menjatuhkan pidana kepadanya.

Walaupun sistem Belanda mengoper dari sistem Inggris-Amerika tentang
diadakannya lembaga pengawasan (disebut lembaga reklasering, di Inggris
disebut lembaga probation) yang bertugas membimbing yang bersalah dalam
usahanya memperbaiki kelakuannya, namun tetap ada perbedaan. Perbedaan itu
adalah dilakukannya pengawasan/bimbingan menurut sistem Belanda sifatnya
fakultatif, tida harus. Tetapi menurut sistem Inggris-Amerika adalah suatu
keharusan, sifatnya imperatif.

Walaupun di Belanda sendiri pidana bersyarat itu {elah dimasukan dalam
WvS Belanda dalum tahun 1915, namun di Hindia Belanda baru dimaksukkan
dalam WvS (Hindia Belanda) dalam tahun 1927, ada jarak waktu 12 tahun.

Tidak schera direalisasinya ketentuan mengenai pidana bersyarat itu ke
dalam WvS Hindia Belanda, dikarenakan pada saat itu (1915)di Hindia Belanda
belum adanya lembaga reklasering, baru pada tahun 1927 terdapat lembaga ini
walaupun belum sempurna. Ker:udian setelah pidana bersyarat itu dimasukkan
dalam WvS (KUHP) Hindia Belanda, barulah lembaga reklasering itu
berkembang dengan baik. Hal ini berkat usaha dari seorang Belanda Prof.
Schepper selaku ketua dari “College voor de Reklasering”. Sedangkan di Belanda

pada saat itu lembaga reklasering tela berkembang dengan sangat baik.
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Berlatar belakang bahwa pada saat itu (1927) lembaga reklasering belum

sempurna di Hindia Belanda, maka untuk menetapkan pidana bersyarat disini

lebih diperketat jika dibandingkan dengan di Belanda, hal ini temyata dari

beberapa ketentuan yang ada dalam WvS Hindia Belanda yakni:

8

Pasal 14 a (4) menyebutkan bahwa perintah tida diberikan, kecuali hakim
setelah menyelidiki dengan cermat berkevakinan bahwa dapat diadakan
pengawasan yang cukup...”. Dari kalimat ini ternyata UU meminta
(mengingatkan) hakim agar harus hati-hati dan teliti sebelum menetapkan
pidana bersyarat dalam putusan pidana yang akan dijatuhkan

Pasal 14 a (5) juga memerintahkan pada hakim agar dalam putusan dengan
menetapkan pidana bersyarat harus disertai dengan alsan atau keadaan-
keadaan mengapa pidana bersyarat itu ditetapkan. '¢

Dalam hal-hal manzkah hakim dapat menjatuhkan pidana dengan

bersyarat. Dalam Pasal 14 a ditentukan bahwa hakim dapat menetapkan pidana

dengan bersyarat dalam putusan pemidanaan ialah:

1
2

3.

. Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 1 tahun
. pabila hakim menjatuhkan pidana kurungan (bukan kurungan pengganti

denda maupun kurungan pengganti perampasan barang)

Apabila hakim menjatuhkan pidana denda, dengan ketentuan ialah: (a)
apabila benar-benar ternyata pembayaran denda atau perampasan barang
yang ditetapkan dalam putusan itu menimbulkan keberatan yang sangat
begi terpidana, dan (b) apabila pelaku tindak pidana yang dijatuhi denda
bersyarat itu bukan berupa pelanggaran yang berhubungan dengan
pendapatan negara.

Tentang latar belakang ketentuan mengenai batas paling lama 1 tahun bagi

penjatuhan pidana yang dapat ditetapkan dengan syarat adalah, bahwa untuk

perkara-perkara yang lebih berat yang untuk penyelesaiannya dengan

pertimbangan hakim harus menjatuhkan pidana yang lebih berat dari 1 tahun,

dilihat dari sudut penjatuhan pidana sebagai pembalasan, tidak ada tempat bagi

pidana beryarat. Artinya pidana bersyarat itu hanya ditetapkan untuk pemidanaan

"“Ibid, him. 58
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bagi perkara-perkara yang lebih ringan, yang dipertimbangkan oleh hakim sebagai
sudah cukup adil (dari sudut pembalasan) jika dijatuhi pidana yang lebih ringen
dengan pidana penjara paling tinggi 1 tahun dan tidak untuk pidana penjara yang
lebih dar 1 tahun. Dengan begitu tampaknya, ratio ketentuan batas maksimum 1
tahun ini berlatar belakang bahwa dalam pidana bersyaratsudah tidak terdapat iagi
rasa pembalasan, tetapi lebih menonjolkan maksud perbaikan dan rasa
pembalasan itu perlu ada pada tindak pidana yang lebih berat yang dipandang adil
dengan menjatuhkan pidana penjara di atas 1 tahun.

Sedangkan ketentuan yang melarang menjatuhkan pidana dengan bersyarat
ats perkara kurungan pengganti {denda atau pcrampasan barang) adalah karena
pidana kurungan pergganti adalah bukan jenis pidana berdiri sendiri. Dengan kata
lain penetapan bersyarat itu hanya dapat dikenakan terhadap pidana pokoknya
(primernya), dan tidak terhadap pidana penggantinya (subsidernya).

Dari nama pidana bersyarat, maka ada syarat-syarat yang ditetapkan dalam
putusan hakim, syarat mana harus ditaati oleh terpidana untuk dapatnya ia
dibebaskan dari pelaksanaan pidananya itu. Adapun syarat-syarat itu dibedakan
antara syarat umum dan syarat khusus.

Syarat umum bersifat imperative, artinya bila hakim menjatuhkan pidana
dengan bersyarat, maka dalam putusannya itu harus ditetapkan syarat umum,
sedangkan syarat khusus bersifat fakultatif (tidak menjadi keharusan untuk
ditetapkan).

Dalam syarat umum harus ditetapkan oieh hakim bahwa dalain tenggang

waktu tertentu (masa percobaan) terpidana tidak boleh melakukan tindak pidana
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(Pasal 14 c ayat (1)). Dalam syarat umum ini tampak benar sifat mendidik dalam
putusan pidana dengan syarat, dan tidak tampak rasa pembalasan sebagaimana

dianut teori pembalasan.
Sedangkan dalam syarat khusus, hakim boleh menentukan, yaitu:

1. Penggantian kerugian, akibat yang ditimbulkan ole dilakukannya tindak
pidanabaik seluruhnya maupun sebagian, yang harus dibayarnya dalam
tenggang waktu yang ditetapkan leh hakimyang lebih pendek masa
percobaan (Pasal 14 ayat (1))

2. Dalam hal hakim menjatuhkan pidana penjara lebih dari 3 bulan atau
pidana kurungan atas pelanggaran ketentuan Pasal 492 (mabuk ditempat
umum), 504 (pengemis), 505 (pergelandangan), 566 (micikari), 536
(mabuk dijalan unium) hakim dapat menetapkan syarat-syarat khusus yang
berhubungan dengan kelakuan terpidana (Pasal 14 a ayat (2)). Syarat-
syarat khusus mana tidak diperkenankan sepanjang melanggar atau
mengurangi hak-hak terpidana dalam hal berpolitik (kenegaraan) dan
menjalankan agamanya ( Pasal 14 a ayat (5))."”

Sedangkan lamanya masa percobaan itu, ditentukan (Pasal 14 b), adalah:
1. Bagi kejahatan dar. pelanggaran Pasal 492, 504, 505, 506 dan 536 paling

lama 3 tahun

Bagi jenis pelanggaran lainnya adalah paling lama 2 tahun.

)

Masa percobaan itu mulai berlaku sejak putusan menjadi tetap dan telah
diberitahukan kepadanya menurut tata cara yang diatur dalam Undang-undang.
jika pernah dilakukan penahanan sementara, maka penahanan sementara itu tidak
boleh diperhitungkan (Pasal 14 b ayat (2) dan (3)).

Mengenai  syarat khusus mengganti kerugian, tidak boleh
ditetapkan/dilekatkan apabila hakim menjatuhkan pidana denda dengan beryarat
(Pasal 14 c ayat (1)). Karena pada penetapan denda dengan bersyarat, didasarkan

pada pertimbangan hakim bahwa terpidana benar-benar sangat berat (tidak

YIbid, him. 60
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mampu) membayar denda. Sudah barang tentu terpidana dalam keadaan ekonomi
yang demikian, ia lebih tidak mampu lagi jika dibebani syarat khusus untuk
mengganti kerugian.

Pelanggaran baik tcrhadap syarat umum maupun syarat khusus, tidak
dengan sendirinya/tidak secara otomatis pidana yang dijatuhkan benar-benar
dilaksanakan. Untuk melaksanakan pidana setelah terbukti dilanggarnya syarat
yang ditetapkan, Jaksa Penuntut Umum tidak harus mengajukan permintaan pada
hakim untuk melaksanakan pidananya. Begitu juga hakim tida wajib mengabulkan
permintaan Jaksa Penuntut Umum untuk melaksanakan pidana yang telah
diputusnya. Hakim bisa saja menjawab permintaan Jaksa dengan surat peringatan
saja kepada terpidana, agar mematuhi syarai-syarat yang ternyata telah
dilanggarnya itu.

Hakim dapat memerintahkan pada Jaksa untuk melaksanakan putusan

pemidanaan dalam hal:

1. Jika dailam masa percobaan terpidana telah terbukti meclakukan tindak
pidana (melanggar syarat umum)
2. Jika dalam masa percobaan terpidana telah terbukti melanggar syarat

khusus
3. Jika sebelum lewatnya masa percobaan, terbukti terpidana telah dipidana

dengan putusar yang menjadi tetap karena tindak pidana yang lain yang
dilakukannya sebelum masa percobaan berjalan

4. Setelah lewat masa percobaan, jika terpidana telah melakukan tindak
pidana dalam masa percobaan itu, asal saja penuntutan terhadap tindak
pidana yang kemudian itu berakhir dengan suatu putusan Epemid.':mazm yang
mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 14 f ayat (2)). :

Pejabat yang memberi perintah agar pidana dijalankan adalah hakim yang

telah menjatuhkan pidana pada tingkat pertama (hakim pada pengadilan negeri

'1bid, him. 62
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yang bersangkutan). Karena walaupun kemudian perkaa itu naik banding atau
naik kasasi, pelaksanaan putusan pidana dengan bersyarat itu tetap pada hakim

pengadilan tingkat pertama.



BAB. 1V

PENUTUP

Berdasarkan uraian pada béb-bab terdahulu, terutama yang ada sangkut

pautnya dengan permasalahan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran-saran

sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Kendala pengawasan dan pengamatan oleh hakim pengawas terhadap

terpidana percobaan adalah:

a.

Belum adanya ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan
pengawasan dan pengamatan oleh hakim terhadap terpidana
percobaan

Sampai sekarang masih belum terdapat pengertian tentang hal-hal
yang menyangkut tugas hakim pengawas dan pengamat baik
dikalangan sesama penegak hukum (jaksa maupun hakim). juga
masyarakat

Hakim pengawas dan pengamat dalam melaksanakan tugasnya
terhadap terpidana percobaan tidak dibantu oleh pihak lain dalam
pengawasan dan pengamatan terpidana, walaupun ada anjuran
dari Mahkamah Agung dalam menjalankan pengawasan dan
pengamatan hakim dibantu Lurah dan Kepala Desa, namun

keadaan sebenarnya tidaklah demikian shingga sangat sulit bagi

42
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hakim tersebut untuk mengetahui si terpidana dalam memenuhi

syarat umum maupun syarat khusus dalam masa percobaan.

2. Sanksi bagi terpidana percobaan apabila melakukan perbuatan pidana

adalah: terhadap terpidana tidak dengan sendirinya/tidak secara otomatis
pidana yang dijatuhkan benar-benar dilaksanakan. Untuk melaksanakan
pidana seteiah terbukti dilanggar syarat yang ditetapkan baik syarat umum
maupun syarat khusus, Jaksa Penuntut Umum tidak harus mengajukan
permintaan pada hakim untuk melaksanakan pidananya. Begitu juga hakim
tidak wajib mengabulkan permintaan Jaksa Penuntut Umum untuk
melaksanakan pidana yang telah diputusnya. Hakim bisa saja menjawab
permintaan jaksa dengan surat peringatan saja kepada terpidana, agar

memenuhi syarat-syarat yang ternyata telah dilanggarnya itu.

B. Saran-saran

1.

Hendaknya hakim pengawas dan pengamat tetap melaksanakan tugas dan
tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku,
sehingga pengawasan dan pengamatan berjalan sebagai mana mestinya

Hendaknya terhadap terpidana percobaan tidak melanggar syarat-syarat
yang telah ditentukan, baik syarat umum maupun syarat khusus, karena

jika dilanggar maka berakibat pidana percobaan tersebut dapat dijalankan.
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